
BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENURUNAN HIPOTESIS 

A. Landasan Teori 

1. Teori Stewardship 

Penelitian ini menggunakan Stewardship Theory, Teori stewardship 

menjelaskan mengenai situasi manajemen tidaklah termotivasi oleh 

tujuan-tujuan individu melainkan lebih ditujukan pada sasaran hasil utama 

mereka untuk kepentingan organisasi (Donaldson, 1989 dan Davis, 1991). 

Teori ini mengambarkan tentang adanya hubungan yang kuat antara 

kepuasan dan kesuksesan organisasi. Sedangkan menurut Etty 

Murwaningsari (2009) Teori stewardship berdasarkan asumsi filosofis 

mengenai sifat manusia bahwa manusia dapat dipercaya, bertanggung 

jawab, dan manusia merupakan individu yang berintegritas. Pemerintah 

selaku steward dengan fungsi pengelola sumber daya dan rakyat selaku 

principal pemilik sumber daya. Terjadi kesepakatan yang terjalin antara 

pemerintah ( steward ) dan rakyat ( principal ) berdasarkan kepercayaan, 

kolektif sesuai tujuan organisasi. Organisasi sektor public memiliki tujuan 

memberikan pelayanan kepada public dan dapat di pertanggungjawabkan 

kepada masyarakat (public). Sehingga dapat diterapkan dalam model 

kasus organisasi sektor public dengan teori stewardship.  

Dalam penelitian ini, fungsi teori stewardship sebagai pengukur 

kinerja pegawai, dimana pegawai harus bekerja sesuai dengan peraturan 
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dan memiliki tujuan untuk kepentingan bersama bukan karena untuk 

kepentingan individu. Steward yang sukses mampu untuk meningkatkan 

kinerja perusahaan akan dapat memuaskan sebagian besar organisasi yang 

lain, sebab sebagian shareholder mempunyai kepentingan yang telah 

dilayani dengan baik lewat peningkatan kemakmuran yang diraih 

organisasi. Oleh karena itu, steward yang pro terhadap organisasi akan 

termotivasi untuk memaksimalkan kinerja perusahaan, disamping dapat 

memberikan kepuasan kepada kepentingan shareholder 

2. Teori Agency 

Hubungan keagenan ( agency relationship ) terjadi ketika satu atau 

lebih individu, yang disebut sebagai prinsipal menyewa individu atau 

organisasi lain, yang disebut sebagai agen, untuk melakukan sejumlah jasa 

dan mendelegasikan kewenangan untuk membuat keputusan kepada agen 

tersebut.  

Menurut Jensen dan Meckling (1976) teori agensi adalah hubungan 

antara satu pihak atau lebih ( principal) memperkejakan orang lain (agent) 

untuk  memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang 

pengembalian keputusan kepada agent  tersebut.  Menurut Brigham & 

Houston (2006) para manajer diberi  kekuasaaan oleh pemilik perusahaan, 

yaitu pemegang saham, untuk  membuat keputusan, dimana hal ini 

menciptakan potensi konflik  kepentingan yang dikenal sebagai teori 

keagenan ( agency theory ).   
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Sedangkan menurut Hendriksen dan Michael (2000) menyatakan agen  

menutup kontrak untuk melakukan tugas-tugas tertentu bagi prinsipal dan  

prinsipal menututp kontrak untuk memberikan imbalan kepada agen.   

Menurut Jensen dan Meckling (1976), adanya  masalah keagenan 

memunculkan biaya agensi yang terdiri dari:  

a. The monitoring expenditure by the principle, yaitu biaya 

pengawasan  yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk mengaawasi 

perilaku dari agen  dalam mengelola perusahaan.  

b. The bounding expenditure by the agent  (bounding cost), yaitu 

biaya yang dikeluarkan oleh agen untuk menjamin  bahwa agen 

tidak bertindak yang merugikan prinsipal.  

c. The Residual Loss, yaitu penurunan tingkat utilitas prinsipal 

maupun agen karena  adanya hubungan agensi.    

Keterkaitan adanya agency theory dalam penelitian ini dapat 

dilihat dalam pelaporan keuangan , yang dimana pemerintah disini 

bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban untuk menyajikan 

informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan 

pemerintah yang disini bertindak sebagai principal dalam menilai 

akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan social, politik dan 

ekonomi baik terlibat secara langsung mauapun tidak langsung melalui 

wakil-wakilnya.  Hubungan antara pemerintah dan para pengguna 
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informasi keuangan pemerintah dapat dikaitkan sebagai adanya hubungan 

keagenan. 

3. Laporan Keuangan 

Laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu 

periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja 

entitas tersebut. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur 

mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh 

suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai data 

juga dapat dikatakan sebagai informasi. Data dapat berubah menjadi 

informasi kalau diubah kealam konteks yang memberikan makna 

(Lillrank, 2003). 

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi 

mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja 

keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna 

dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber 

daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk 

menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan 

untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang 

dipercayakan kepadanya, dengan: 

a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, 

kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah; 
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b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya 

ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah; 

c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan 

penggunaan sumber daya ekonomi; 

d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap 

anggarannya; 

e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai 

aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya; 

f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk 

membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; 

g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi 

kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.  

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan 

prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk 

memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang 

berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, 

serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga 

menyajikan informasi bagi pengguna mengenai: 

a. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai 

dengan anggaran; dan 
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b. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai 

dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh 

DPR/DPRD. 

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan 

informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal: 

a. Aset; 

b. Kewajiban; 

c. Ekuitas dana; 

d. Pendapatan; 

e. Belanja; 

f. Transfer; 

g. Pembiayaan; dan 

h. Arus kas. 

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi 

tujuan laporan keuangan pemerintah, namun tidak dapat sepenuhnya 

memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan 

nonkeuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan 

untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas 

suatu entitas pelaporan selama satu periode. 

4. Dimensi Kualitas Informasi 

Lillrank (2003) mendefinisikan 15 dimensi kualitas informasi yang 

dikelompokkan menjadi empat kelas: 
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1. Kualitas intrinsik: akurasi, obyektivitas, believability, dan 

reputasi, 

2. Kualitas aksesibilitas: akses, dan keamanan, 

3. Kualitas kontekstual: relevansi, nilai tambah, ketepatan waktu, 

kelengkapan dan jumlah data, dan 

4. Kualitas representasi: interpretasi, kemudahan pemahaman, 

representasi ringkas, dan perwakilan konsisten. 

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 menjelaskan karakteristik 

kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu 

diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. 

Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang 

diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang 

dikehendaki: 

a) Relevan 

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi 

yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan 

pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa 

lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta 

menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. 

Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat 

dihubungkan dengan maksud penggunaannya.  
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Informasi yang relevan : 

a. Memiliki manfaat umpan batik (feedback value)  

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan 

alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu. 

b. Memiliki manfaat prediktif (predictive value) 

Informasi dapat membantu pengguna untuk 

memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil 

masa lalu dan kejadian masa kini. 

c. Tepat waktu  

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat 

berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan. 

d. Lengkap  

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan 

selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi 

akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan 

keputusan. Informasi yang melatar belakangi setiap butir 

informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan 

diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam 

penggunaan informasi tersebut dapat dicegah. 

b) Andal 

Informasi Dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang 

menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, 
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serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau 

penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut 

secara potensial dapat menyesatkan. 

Informasi yang andal memenuhi karakteristik: 

a. Penyajian Jujur 

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta 

peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara 

wajar dapat diharapkan untuk disajikan. 

b. Dapat Diverifikasi (verifiability)  

Informasi yang disajikan Dalam laporan keuangan dapat 

diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh 

pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan 

yang tidak berbeda jauh. 

c. Netralitas  

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak 

berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. 

c) Dapat dibandingkan 

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna 

jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode Sebelumnya atau 

laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat 

dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat 

dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari 
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tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas 

yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila 

entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik 

daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut 

diungkapkan pada periode terjadinya perubahan. 

d) Dapat dipahami 

Informasi yang disajikan Dalam laporan keuangan dapat dipahami 

oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan 

dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan 

memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi 

entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari 

informasi yang dimaksud. 

5. Sumber Daya Manusia 

Kharis (2010) menjelaskan kompetensi sumber daya manusia adalah 

kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan 

tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, 

pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Azhar (2007) 

mendefinisikan “Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama 

sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi 

serta tujuan dari organisasi tersebut”. Sumber daya manusia merupakan salah 

satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan 

bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar 
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mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan 

organisasi. Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus 

memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung dengan latar 

belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, 

dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Hal tersebut diperlukan 

untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada. Sumber daya manusia (SDM) 

yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan 

baik. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami 

dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan 

keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang 

ditetapkan pemerintah (Warisno, 2008). 

6. Sistem Pengendalian Intern  

Xu, et al. (2003) menjelaskan bahwa interaksi antara orang dan sistem 

serta implementasi sistem merupakan faktor penting yang mempengaruhi 

kualitas dari sebuah informasi. Keandalan sistem harus juga didukung oleh 

keandalan sumber daya manusia. Namun sistem yang sudah berjalan harus 

dikontrol agar tetap dapat berjalan baik. Pengendalian intern yang 

didefinisikan oleh COSO (1992) adalah: “Internal control is a process, 

effected by an entity’s board of directors, management and other personel, 

designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of 

objectives in the following categories: 

a. Effectiveness and efficiency of operations 
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b. Reliability of financial reporting 

c. Compliance with applicable laws and regulations.” 

Tujuan yang pertama adalah menekankan pada tujuan dasar dalam 

setiap organisasi, mencakup kinerja, profitabilitas dan pengamanan sumber 

daya. Kedua adalah menyangkut kehandalan laporan organisasi. Terakhir 

adalah berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi dimana 

organisasi itu berada. Sistem pengendalian intern bukan hal baru dalam 

pemerintahan. Petrovits et al. (2011) menyatakan:  

Internal control is broadly defined as the process put in place by 

management to provide reasonable assurance regarding the achievement of 

effective and efficient operations, reliable financial reporting, and compliance 

with laws and regulations.  

PP Nomor 60 Tahun 2008 mendefinisikan pengendalian intern adalah 

proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus 

menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan 

memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui keggiatan yang efektif 

dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pemgamanan aset negara, dan 

ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan . SPI merupakan kegiatan 

pengendalian terutama atas pengelolaan sistem informasi yang bertujuan 

untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi. 
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Kegiatan pengendalian atas pengelolaan informasi meliputi: 

1. Pengendalian umum 

Pengendalian ini meliputi pengamanan sistem informasi, 

pengendalian atas akses, pengendalian atas pengembangan dan 

perubahan perangkat lunak aplikasi, pengendalian atas perangkat 

lunak sistem, pemisaan tugas, dan kontinuitas pelayanan. 

2. Pengendalian aplikasi 

Pengendalian ini meliputi pengendalian otorisasi, pengendalian 

kelengkapan, pengendalian akurasi, dan pengendalian terhadap 

keandalan pemrosesan dan file data. 

Lima komponen pengendalian intern yang saling berkaitan 

pada pernyataan COSO (Sawyer et al, 2005) yaitu: 

a. Lingkungan pengendalian, 

b. Penilaian risiko, 

c. Aktivitas pengendalian, 

d. Informasi dan komunikasi 

e. Pengawasan. 

Terdapat hubungan langsung antara tujuan, yang merupakan hal yang 

diperjuangkan untuk dicapai organisasi dan komponen-komponen tersebut 

yang mencerminkan hal-hal yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. . 

Control environment (lingkungan pengendalian), menunjukkan 

atmosfir atau suasana (sets the tone) dalam suatu organisasi/ perusahaan yang 
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mempengaruhi kesadaran pengendalian (control consciousness) dari orang-

orang dalam organisasi tersebut. Lingkungan pengendalian ini merupakan 

fondasi bagi komponen lainnya dan sangat dipengaruhi oleh suasana yang 

diciptakan dari atas atau tone at the top. 

Risk assessment (penilaian risiko), merupakan mekanisme untuk 

mengidentifikasi, menganalisis dan mengelola berbagai risiko dalam 

organisasi dikaitkan dengan tujuan yang ingin dicapai. 

Control activities (aktivitas pengendalian), mencakup kebijakan dan 

prosedur untuk membantu meyakinkan bahwa semua tindakan dilaksanakan 

sesuai dengan arahan manajamen secara efektif. 

Information and communication (informasi dan komunikasi), sistem 

informasi dan komunikasi memungkinkan orang-orang dalam organisasi 

untuk memperoleh dan berbagi informasi yang diperlukan untuk mengelola, 

melaksanakan dan mengendalikan kegiatan operasional. 

Monitoring (pemantauan), merupakan proses penilaian terhadap 

kualitas dan efektivitas dari sistem pengendalian intern, termasuk modifikasi 

dan penyempurnaannya apabila diperlukan. Terdapat hubungan langsung 

antara ketiga kategori tujuan yang harus dicapai dengan kelima komponen 

pengendalian intern (menunjukkan apa yang diperlukan untuk mencapai 

tujuan). 
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7. Pemanfaatan Teknologi Informasi  

Teknologi informasi meliputi komputer (mainframe, mini, micro), 

perangkat lunak (software), database, jaringan (internet, intranet), electronic 

commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson 

et al., 2000). Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer 

(hardware dan software) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga 

berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. 

Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan 

alat yang bisa melipat gandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan 

komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu 

melakukannya.  

Tingginya biaya tenaga kerja manusia yang diperlukan dalam 

pemrosesan data membuat pemrosesan secara manual kurang efektif jika 

ditinjau dari sisi volume dan biaya pemrosesan. Pemrosesan secara manual 

memiliki biaya yang stabil pada angka yang cukup tinggi. Sementara dengan 

menggunakan mesin, meski investasi awal lebih besar biayanya, namun pada 

perkembangannya akan dapat mengurangi biaya pemrosesan dengan tetap 

menjaga volume. Sedangkan pengolahan data dengan menggunakan 

komputer, akan dapat terus mengurangi biaya-biaya pada posisi yang paling 

rendah dibandingkan dengan metoda pengolahan yang lain.  

Dalam hubungannya dengan sistem informasi akuntansi, komputer 

akan meningkatkan kapabilitas sistem. Ketika komputer dan komponen-
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komponen yang berhubungan dengan teknologi informasi diintegrasikan ke 

dalam suatu sistem informasi akuntansi, tidak ada aktivitas umum yang 

ditambah atau dikurangi. Sistem informasi akuntansi masih mengumpulkan, 

memproses, dan menyimpan data. Sistem masih memasukkan pengendalian 

atas keakurasian data.   

Sistem juga menghasilkan laporan-laporan dan informasi lainnya. 

Hanya saja pengkomputerisasian sistem informasi akuntansi seringkali 

mengubah karakter aktivitas. Data mungkin dikumpulkan dengan peralatan 

khusus. Catatan akuntansi menggunakan lebih sedikit kertas. Kebanyakan, 

jika tidak semuanya, tahapantahapan pemrosesan dilakukan secara otomatis. 

Output lebih rapi, dalam bentuk yang lebih bervariasi, dan lebih banyak. 

Terlebih lagi, Output dapat didistribusikan kepada orang lain yang terhubung 

lewat LAN, yang lebih penting dari semua perubahan ini adalah peningkatan 

dalam hal (Wilkinson et al., 2000:76) :  

1) Pemrosesan transaksi dan data lainnya lebih cepat,  

2) Keakurasian dalam perhitungan dan pembandingan lebih besar,  

3) Biaya pemrosesan masing-masing transaksi lebih rendah, 

4) Penyiapan laporan dan Output lainnya lebih tepat waktu,  

5) Tempat penyimpanan data lebih ringkas dengan aksesibilitas lebih 

tinggi ketika dibutuhkan,  

6) Pilihan pemasukan data dan penyediaan Output lebih luas/banyak.  
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7) Produktivitas lebih tinggi bagi karyawan dan manager yang belajar 

untuk menggunakan komputer secara efektif dalam tanggung 

jawab rutin dan pembuatan keputusan.   

Perkembangan teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan pada 

organisasi bisnis tetapi juga pada organisasi sektor publik, termasuk 

pemerintahan. Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

tentang Sistem Informasi Keuangan disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti 

terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola 

pemerintahan yang baik (Good Governance), Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan 

kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola 

keuangan, dan menyalurkan Informasi Keuangan kepada pelayanan publik. 

Pemerintah perlu mengoptimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi 

informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses 

kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan 

menyederhanakan akses antar unit kerja. Wilkinson et al., (2000) mengatakan 

pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya (a) pengolahan data, 

pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik 

dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik 

dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat. 
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8. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal atau lingkungan eksternal adalah kondisi lingkungan 

yang berada diluar kendali organisasi yang berpengaruh signifikan pada 

rencana strategic dan rencana operasional, sehingga langsung atau tidak 

langsung berpengaruh pada kualitas output, dalam hal ini laporan keuangan. 

Faktor eksternal tersebut pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai sebab 

atau alasan kualitas laporan keuangan meningkat atau menurun. Organisasi 

tidak dapat menghindar dari adanya pengaruh faktor eksternal yang tidak 

dapat dikontrol oleh organisasi itu sendiri, seperti kemajuan teknologi dan 

perubahan regulasi. Dalam kondisi ekonomi global, organisasi lebih terbuka 

pada organisasi lain atau negara lain. Faktor eksternal memang tidak dapat 

dikontrol, tetapi dapat diantisipasi dengan kesiapan sumber daya manusia 

dalam organisasi tersebut. Orang-orang dalam organisasi harus waspada 

terhadap isu-isu global dan mengembangkan sebuah pemahaman serta 

dampaknya pada organisasi. 

B. Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis 

1. Hubungan kompetensi sumber daya manusia dan kualitas infomasi 

laporan keuangan. 

SDM merupakan human capital di dalam organisasi. Human capital 

merupakan pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan seseorang yang 

dapat digunakan untuk menghasilkan layanan profesional dan economic 

rent. Human capital merupakan sumber inovasi dan gagasan. Karyawan 
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yang dengan human capital tinggi lebih memungkinkan untuk 

memberikan layanan yang konsisten dan berkualitas tinggi dalam Sutaryo 

(2011). Menurut Sutaryo (2011), SDM merupakan faktor yang 

berpengaruh terhadap kesiapan dan efektifitas implementasi sistem 

akuntansi keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. 

Menurut Guy et al. (2002), kompetensi adalah pengetahuan dan keahlian 

yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Kompetensi SDM yang 

memadai dari segi kuantitas dan kualitas akan meningkatkan kandungan 

nilai informasi dalam pelaporan keuangan PEMDA. Indriasari (2008) 

membuktikan dalam penelitian bahwa kapasitas sumberdaya berpengaruh 

terhadap keterpautan dan keterandalan informasi laporan keuangan 

pemerintah daerah di Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Hilir provinsi 

Sumatera Selatan. Bukti penelitian ini didukung oleh hasil penelitian 

Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) yang menyatakan bahwa 

kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan 

pelaporan keuangan pemerintah daerah, namun penelitian ini tidak 

berhasil membuktikan pengaruh kapaistas sumberdaya manusia terhadap 

ketepatwaktuan penyampaian informasi dalam laporan keuangan.  

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji 

kembali hubungan antara kemampuan atau kapabilitas sumber daya 

manusia dengan kualitas informasi laporan keuangan. 
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H1: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap 

kualitas informasi laporan keuangan 

2. Hubungan sistem pengendalian intern dan kualitas infomasi laporan 

keuangan 

Pengendalian  intern merupakan bagian dari manajemen resiko yang 

harus dilaksanakan  oleh setiap lembaga atau organisasi untuk mencapai 

tujuan lembaga atau organisasi. Penerapan pengendalian intern yang 

memadai akan memberikan keyakinan yang memadai atas kualitas atau 

keandalan laporan keuangan, serta akan meningkatkan kepercayaan 

stakeholders. Sistem pengendalin intern meliputi berbagai alat manajemen 

yang bertujuan untuk mencapai berbagai tujuan yang luas. Tujuan tersebut 

yaitu menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, menjamin 

keandalan laporan keuangan dan data keuangan, memfasilitasi efisiensi 

dan efektivitas operasioperasi pemerintah . Dengan demikian, 

pengendalian intern merupakan fondasi good governance dan garis 

pertama pertahanan dalam melawan ketidakabsahan data dan informasi 

dalam penyusunan LKPD. 

Masih ditemukannya penyimpangan dan kebocoran di dalam laporan 

keuangan oleh BPK, menunjukkan  bahwa Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah belum memenuhi karakteristik/nilai informasi yang disyaratkan. 

Hasil audit yang dilakukan oleh BPK, BPK memberikan opini “tidak 

wajar dan/atau disclaimer” diantaranya disebabkan oleh kelemahan sistem 
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pengendalian intern yang dimiliki oleh pemerintah daerah terkait. (Badan 

Pemeriksa Keuangan, 2011). Indriasari (2008) dan Winidyaningrum dan 

Rahmawati (2010) membuktikan secara empiris bahwa pengendalian 

internal akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap nilai laporan 

keuangan pemerintah daerah yang dinyatakan dengan ketepatwaktuan dan 

keterandalan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Nugraha dan Susanti, 2010. Nugraha dan Susanti (2010) menyatakan 

sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap keandalan 

laporan keuangan 

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji 

kembali hubungan antara sistem pengendalian intern dengan kualitas 

informasi laporan keuangan. 

H2: Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas 

informasi laporan keuangan. 

3. Hubungan pemanfaatan teknologi informasi dan kualitas infomasi 

laporan keuangan 

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pemerintah 

dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan 

memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan 

kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi 

Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. Dengan kemajuan teknologi 
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informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka 

dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, 

mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat 

dan akurat. Manfaat lain yang ditawarkan dalam pemanfaatan teknologi 

informasi adalah kecepatan dalam pemrosesan informasi 

Indriasari (2008) membuktikan dalam penelitian bahwa kapasitas 

pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap keterpautan dan 

keterandalan informasi laporan keuangan pemerintah daerah di Kota 

Palembang dan Kabupaten Ogan Hilir provinsi Sumatera Selatan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) 

memperoleh bukti empiris bahwa pemanfaatan teknologi informasi 

berpengaruh secara signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan. 

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji 

kembali hubungan antara sistem pengendalian intern dengan kualitas 

informasi laporan keuangan. 

H3: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap 

kualitas informasi laporan keuangan. 

4. Hubungan faktor eksternal sebagai variabel moderating dalam 

hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dan kualitas 

informasi laporan keuangan 

Orang-orang dalam organisasi harus waspada terhadap isuisu global 

dan mengembangkan sebuah pemahaman serta dampaknya pada 
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organisasi, atau dalam kata lain, perubahan yang berasal dari luar 

organisasi harus diakomodasi dengan baik oleh sumber daya manusia 

yang ada dalam organisasi. Xu et al. (2003) membuktikan bahwa faktor 

eksternal merupakan faktor kritis yang mempengaruhi kualitas informasi 

akuntansi. 

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji 

hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dengan kualitas 

informasi laporan keuangan dengan faktor eksternal sebagai pemoderasi. 

H4: Faktor eksternal memoderasi pengaruh kompetensi sumber daya 

manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan 

5. Hubungan faktor eksternal sebagai variabel moderating dalam 

hubungan antara sistem pengendalian intern dan kualitas informasi 

laporan keuangan 

Dunia diluar organisasi (faktor eksternal), seperti perkembangan IT 

dan web, serta regulasi, mempunyai dampak yang signifikan pada operasi, 

sistem, dan kualitas informasi. Dinamika perubahan yang terjadi harus 

tetap dikontrol agar tidak mengakibatkan sebuah kerugian atau potensi 

kerugian daerah dan/ atau negara. Sistya Rachmawati (2008) 

membuktikan bahwa faktor eksternal amerupakan faktor yang 

mempengaruhi kualitas informasi akuntansi. 
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Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji 

hubungan antara sistem pengendalian intern dengan kualitas informasi 

laporan keuangan dengan faktor eksternal sebagai pemoderasi. 

H5: Faktor eksternal memoderasi pengaruh sistem pengendalian 

intern terhadap kualitas informasi laporan keuangan 

6. Hubungan faktor eksternal sebagai variabel moderating dalam 

hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi dan kualitas 

informasi laporan keuangan 

Perkembangan IT dan web, serta regulasi, mempunyai dampak yang 

signifikan pada operasi, sistem, dan kualitas informasi. Dalam hubungannya 

dengan sistem informasi akuntansi, komputer akan meningkatkan kapabilitas 

sistem. Ketika komputer dan komponen-komponen yang berhubungan dengan 

teknologi informasi diintegrasikan ke dalam suatu sistem informasi akuntansi, 

tidak ada aktivitas umum yang ditambah atau dikurangi. Sistem informasi 

akuntansi masih mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data. Sistem 

masih memasukkan pengendalian atas keakurasian data.  Sistya Rachmawati 

(2008) membuktikan bahwa faktor eksternal amerupakan faktor yang 

mempengaruhi kualitas informasi akuntansi. 

H6: Faktor eksternal memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi 

informasi terhadap kualitas informasi laporan keuangan 
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C. Model Penelitian 
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    Model Penelitian 

Gambar 2.1 

Keterangan : 

X1 : Kompetensi  Sumber daya Manusia 

X2 : Sistem Pengendalian Intern 

X3 : Pemanfaatan teknologi informasi 

Z  : Faktor Eksternal 

Y : Kualitas informasi laporan Keuangan Pemerintah Daerah
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